FRESIDEM
REFUBLIK INDOMNESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN
TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION
IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2006 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama
Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Peaceful
Uses of Nuclear Energy), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-
delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Korea;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . ..



Menetapkan :

FRESIDEM
REFUBLIK INDOMNESIA

I T

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA
PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD
DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE PEACEFUL USES
OF NUCLEAR ENERGY).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga
Nuklir untuk Maksud-maksud Damai (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea
on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy) yang telah
ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta, yang naskah
aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam

Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar. ..



FRESIDEM
REFUBLIK INDOMNESIA

-3 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 68



PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

"TENTANG

KERJASAMA PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR

UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
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Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (selanjutnya disebut
“Para Pihak™);

Dengan memperhatikan bahwa penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai
merupakan faktor penting bagi promosi pengembangan sosial dan ckonomi kedua
negara; .

Berhasrat untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah ada di antara kedua
negara;

Mengakui bahwa kedua negara merupakan Negara Anggota Badan Tenaga Atom
Internasional (selanjutnya disebut “JAEA”) dan peserta pada Traktat Pencegahan
Penyebaran Senjata Nuklir (selanjutnya disebut “Traktat”);

Menegaskan kembali keinginan mereka untuk menjadikan prioritas utama pada
keselamatan nuklir dan proteksi lingkungan di kedua negara selama pelaksanaan
program nuklir mereka; dan

Mengingat keinginan bersama kedua negara untuk memperluas dan memperkuat kerja
sama mereka yang didasarkan pada persamaan dan saling menguntungkan di dalam
mengembangkan dan menggunakan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai;

MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I
- MAKSUD

Para Pihak dengan didasarkan pada persamaan dan saling menguntungkan akan saling
mendorong dan mengembangkan kerja sama dalam penggunaan tenaga nuklir untuk
maksud-maksud damai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara
masing-masing.

PASAL II
DEFINISI

Yang dimaksud dalam Persetujuan ini:

(a) “Peralatan” berarti semua peralatan yang disebutkan dalam Bagian A Lampiran |
Persetujuan ini;

(b) “Bahan” berarti semua bahan yang disebutkan dalam Bagian B Lampiran |
persetujuan inj;

(¢) “Bahan Nuklir” berarti semua sumber bahan atau semua bahan-bahan dapat belah
khusus sebagaimana didefinisikan dalam pasal XX Statuta IAEA yang mana
dilampirkan sebagai Lampiran Il dalam Persetujuan ini. Setiap ketetapan yang
dibuat oleh Dewan Gubernur IAEA menurut Pasal XX Statuta IAEA dalam
mengamandemen daftar bahan dengan yang dipandang sebagai “sumber bahan”
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(d)

(©

atau “bahan dapat belah khusus”, hanya akan memberikan pengaruh pada
Persetujuan ini bila Para Pihak telah saling menginformasikan satu sama lain
secara tertulis bahwa mereka menerima amandemen tersebut.

“Orang” berarti semua individu, badan hukum, firma atau perusahaan,
persekutuan, asosiasi atau semua subjek yang ada dalam wilayah hukum setiap
pihak tetapi tidak termasuk Para Pihak dalam Persetujuan ini; dan

“Teknologi” berarti data saintifik atau teknik yang diberikan oleh Pihak pemasok
sebagai sesuatu yang penting untuk desain, konstruksi, operasi dan perbaikan
peralatan, tapi bukan data yang tersedia bebas untuk nuhlik;

PASAL III
LINGKUP KERJA SAMA

Berdasarkan Persetujuan ini, ruang lingkup kerja sama antara Para Pihak meliputi:

(a)
(b)

(©

(d)

(€)
0]

(8)
(h)
(i)
0))

penelitian dan pengembangan dasar dan terapan yang berkaitan dengan
penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai;

penelitian, pengembangan, desain, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan
pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir ukuran kecil dan sedang dan
reaktor penelitian;

manufaktur dan suplai bahan bakar nuklir untuk digunakan dalam pembangkit
listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir ukuran kecil dan sedang atau reaktor
penelitian;

daur bahan bakar nuklir, dari eksplorasi dan eksploitasi bijih nuklir sampai pada
pengelolaan limbah radioaktif;

produksi dan aplikasi isotop radioaktif dalam industri, pertanian dan kedokteran;
pengembangan, suplai dan penggunaan akselerator partikel dan aplikasi berbagai
teknologi akselerator;

keselamatan nuklir, proteksi radiasi dan perlindungan lingkungan;

pengawasan nuklir dan proteksi fisik;

kebijakan nuklir dan pengembangan sumber daya manusia; dan

setiap bidang kerja sama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 1V
BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama menurut Pasal 3 dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan dalam bentuk
sebagai berikut:

(a)
(b)
(©
(d)
(€)
()

(8)

pertukaran dan pelatihan personil saintifik dan teknik;

pertukaran informasi dan data penelitian dan teknologi;

penyelenggaraan simposia, seminar dan kelompok-kelompok kerja;

transfer bahan nuklir, bahan, peralatan dan teknologi;

provisi konsultasi teknologi yang relevan dan jasa layanan;

genelitian atau proyek-proyek bersama pada bidang-bidang kepentingan bersama;
an

setiap bentuk kerja sama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.
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PASAL V
PENGATURAN PELAKSANAAN

Kerja sama dalam penggunaan tenaga nuklir tujuan damai di bawah Persetujuan
ini dapat dilaksanakan oleh pihak berwenang yang relevan, yang akan ditunjuk
oleh Para Pihak;

Pihak berwenang relevan yang ditunjuk oleh Para Pihak tersebut dapat membuat
pengaturan-pengaturan atau kontrak-kontrak secara terpisah yang dimaksudkan
untuk melaksanakan Persetujuan ini;

Pengaturan-pengaturan atau kontrak-kontrak yang dimaksud dalam paragraf 2
Pasal ini akan menyatakan secara rinci hal-hal dan syarat-syarat pelaksanaan
program dan proyek kerja sama spesifik, prosedur yang harus dipatuhi, pengaturan
bersama tentang keuangan, masalah hak kepemilikan intelektual dan masalah
terkait lainnya, menurut hukum dan peraturan masing-masing dari Para Pihak.

PASAL VI
TRANSFER KEMBALI

Bahan nuklir, bahan, peralatan dan teknologi yang ditransfer menurut Persetujuan ini
dan bahan dapat belah khusus yang dihasilkan melalui penggunaan bahan nuklir, bahan
atau peralatan yang ditransfer menurut Persetujuan ini tidak boleh ditransfer kembali ke
luar wilayah yurisdiksi Pihak penerima ke pihak ketiga kecuali atas persetujuan dari
Para Pihak. "

I

PASAL VII
PENGAYAAN DAN PENGOLAHAN ULANG

Uranium yang ditransfer menurut Persetujuan ini tidak boleh diperkaya hingga
dua puluh (20) persen atau lebih dalam bentuk isotop U-235 kecuali atas
persetujuan Para Pihak;

Bahan nuklir yang ditransfer menurut Persetujuan ini dan bahan nuklir yang
diproduksi melalui penggunaan bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer
tersebut tidak boleh diolah ulang kecuali atas persetujuan Para Pihak;

Persetujuan seperti dimaksud dalam paragraf | dan 2 dalam Pasal ini akan

menjelaskan syarat-syarat dimana setiap plutonium atau uranium hasil yang
diperkaya hingga dua puluh (20) persen atau lebih dapat disimpan dan digunakan.

PASAL VIII

PELARANGAN UNTUK BAHAN PELEDAK DAN KEPERLUAN MILITER

Kerja sama menurut Persetujuan ini akan dijalankan hanya untuk tujuan damai:
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Bahan nuklir, bahan, peralatan dan transfer teknologi menurut Persetujuan ini dan
bahan dapat belah khusus yang digunakan atau diproduksi melalui penggunaan
bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer tersebut tidak boleh digunakan
untuk pengembangan atau pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir atau
untuk tujuan militer.

PASAL IX
PENGAWASAN

Terhadap bahan nuklir, komitmen menurut Pasal VIII dalam Persetujuan ini, akan
diperiksa menurut persetujuan pengawasan (safeguard) antara Para Pihak dan
IAEA, dalam hubungannya dengan Traktat;

Jika, karena scsutau alasan atau pada sctiap saat, IAEA tidak menjalankan
safeguard dalam yurisdiksi suatu Pihak, Pihak tersebut hendaknya dengan segera
melakukan persetujuan dengan Pihak lain untuk membuat sistem safeguard yang
sesuai dengan prinsip dan prosedur safeguard IAEA untuk pelaksanaan dalam
safeguard bagi bahan nuklir yang ditransfer menurut Persetujuan ini.

PASAL X
INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

Para Pihak dapat dengan bebas menggunakan setiap informasi di bawah
Persetujuan ini kecuali Pihak penyuplai memberi tahu Pihak penerima sebelumnya
secara tertulis tentang adanya pembatasan atau reservasi mengenai penggunaan
dan pendiseminasiannya; '

Informasi yang diperoleh menurut Persetujuan ini tidak akan ditransfer keluar
wilayah yurisdiksi Pihak penerima kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak penyuplai;

Para Pihak akan mengambil segala langkah yang sesuai menurut hukum dan
peraturan mereka masing-masing untuk menjaga kerahasiaan dan reservasi
informasi dan untuk melindungi hak-hak kepemilikan intelektual, termasuk

rahasia dagang yang ditransfer di antara orang-orang yang dikuasakan di dalam
yurisdiksi salah satu Pihak;

Para Pihak, badan-badan yang berkompeten dan organisasi yang ditunjuk dapat
melakukan dalam suatu persetujuan, arrangemen dan kontrak-kontrak terpisah
terhadap program dan proyek tentang ketentuan yang menyangkut perlindungan
dan alokasi hak milik intelektual, yang mana hendaknya sesuai dengan hukum dan
peraturan domestik merecka dan persetujuan internasional terhadap mana Para
Pihak menjadi Negara pihak.
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5. Yang dimaksud dalam Persetujuan ini, “hak milik atas kekayaan intelektual”
adalah dipahami menurut pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi
Pendirian Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia, yang ditandatangani di
Stockholm pada 14 Juli 1967.

PASAL XI
PROTEKSI FISIK

Para Pihak akan memiliki peraturan proteksi fisik yang memadai, sesuai dengan tingkat
yang ditentukan dalam Lampiran [l dalam Persetujuan ini, berkenaan dengan bahan
nuklir dan peralatan yang ditransfer dan bahan nuklir yang dihasilkan melalui
penggunaan bahan nuklir, bahan atau peralatan yang ditransfer tersebut menurut
Persetujuan ini dalam wilayah yurisdiksi mereka masing-masing. Langkah-langkah ini
akan diambil seminimum mungkin untuk memberikan protcksi yang sesuai dengan
rekomendasi yang ditetapkan dalam dokumen IAEA INFCIR/225/Rev.3 mengenai
proteksi fisik bahan nuklir, atau dalam setiap revisi dokumen tersebut yang disetujui
oleh Para Pihak.

PASAL XII1
KESELAMATAN NUKLIR DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Para Pihak akan mengkonsultasikan setiap kegiatan-kegiatan dibawah Persetujuan ini
untuk mengidentifikasi keselamatan dan implikasi lingkungan internasional yang timbul
dari kegiatan-kegiatan tersebut dan akan bekerja sama dalam pencegahan kecelakaan
nuklir yang timbul dari fasilitas nuklir yang ditransfer menurut Persetujuan ini dan
dalam melindungi lingkungan internasional dari radioaktif, bahan kimia atau
kontaminasi termal yang timbul dari setiap kegiatan di bawah Persetujuan ini.

PASAL XIII .
JANGKA WAKTU PENERAPAN

I. Bahan nuklir, bahan, peralatan dan bahan dapat belah khusus akan tetap berdasar
pada Persetujuan ini sampai:

(a) Item-item tersebut ditransfer keluar wilayah yurisdiksi Pihak penerima
menurut Pasal VI dalam Persetujuan ini;

(b) dalam hal bahan nuklir dan bahan dapat belah khusus, suatu ketetapan dibuat
bahwa ia tidak dapat lagi digunakan ataupun dapat dipulihkan lagi secara
praktis untuk pengolahan ke dalam suatu bentuk yang dapat digunakan untuk
setiap aktivitas nuklir yang relevan dari sudut pandang pengawasan menurut
Pasal IX dalam Persetujuan ini. Kedua Pihak akan menerima suatu ketetapan
yang dibuat oleh IAEA menurut ketentuan-ketentuan bagi penghentian
pengawasan dalam hubungannya dengan persetujuan pengawasan (safeguard)
terhadap mana IAEA menjadi pihak; atau
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(c) hal-hal lain yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

2. Informasi yang ditransfer di bawah Persetujuan ini akan tetap tunduk pada
Persetujuan ini hingga adanya ketentuan lain yang disctujui olch Para Pihak.

- PASAL XIV
PENAGGUHAN KERJA SAMA

Tiap Pihak mempunyai hak untuk mengakhiri kerja sama ini menurut Persetujuan ini
dan untuk menangguhkan atau menghentikan Persetujuan ini, sctiap saat setelah
berlakunya Persetujuan ini, jika Pihak lain:

(a) tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal VI, VII, VIII, IX, X, atau XI; atau

(b) mengakhiri atau melanggar secara material persetujuan safeguard dengan IAEA.

PASAL XV
KONSULTASI

Para pihak akan mengadakan pertemuan dan konsultasi, atas permintaan salah satu
Pihak, untuk meninjau operasi Persetujuan ini atau untuk mempertimbangkan hal-hal
yang timbul dari pelaksanaannya.

PASAL XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan antara Para Pihak mengenai interprestasi atau penerapan
Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan.

PASAL XVII
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen sesuai kesepakatan bersama Para Pihak melalui
suatu Pertukaran Nota antara Para Pihak dan amandemen tersebut akan mulai berlaku
pada tanggal yang disetujui Para Pihak.

PASAL XVIII
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran I, II dan [l merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.
Mereka dapat diamandemen sesuai kesepakatan bersama Para Pihak melalui suatu
Pertukaran Nota antara Para Pihak dan amandemen tersebut akan mulai berlaku pada
tanggal yang disetujui Para Pihak.




Lampiran [
Bagian A : Peralatan

I‘ (1) Reaktor nuklir: kemampuan operasi sedemikian sehingga terjaganya suatu reaksi
fisi berantai yang berkelanjutan dan terkendali, tidak termasuk reaktor bertenaga
nol, yang disebut terakhir didefinisikan sebagai reaktor-reaktor dengan
rancangan laju produksi maksimum plutonium tidak melebihi 100 gram per
tahun.

(2) Bejana tekan reaktor: Bejana logam, sebagai unit lengkap atau sebagai bagian
yang difabrikasi secara utuh, yang dirancang atau dipersiapkan secara khusus
untuk menampung teras suatu reaktor nuklir seperti didefinisikan dalam paragraf
(1) di atas dan mampu menahan tckanan operasi pendingin primer.

(3) Mesin pengisi dan pengosong bahan bakar reaktor: peralatan manipulatif yang
dirancang atau dipersiapkan secara khusus untuk memasukkan atau mengambil
bahan bakar dalam reaktor nuklir seperti didefinisikan dalam paragraf (1) di atas
dan memiliki kemampuan operasi on-load atau memerlukan penempatan yang
rumit secara teknis atau segi-segi penjajaran untuk memungkinkan operasi
pemuatan bahan bakar secara off-load yang kompleks seperti dimaksud dimana
pengamatan langsung atau akses pada bahan bakar tidak tersedia secara normal.

T o ———

(4) Batang kendali reaktor: Batang-batang yang dirancang atau dipersiapkan secara
Khusus untuk mengendalikan laju reaksi dalam sebuah reaktor nuklir seperti
didefinisikan dalam paragraf (1) di atas.

e =g LLan s oo EEaee

(5) Tabung tekan reaktor : Tabung-tabung yang dirancang atau dipersiapkan secara

khusus untuk menampung elemen bahan bakar dan pendingin primer dalam
j sebuah reaktor seperti didefinisikan paragraf (1) di atas pada suatu tekanan
operasi yang melebihi 50 atmosfer.

; (6) Tabung zirkonium : Logam zirkonium dan paduan dalam bentuk tabung atau
) rakitan tabung dan dalam kuantitas melebihi 500 kg per tahun, yang dirancang
: dan dipersiapkan secara khusus untuk digunakan dalam reaktor seperti
i didefinisikan dalam paragraf (1) di atas, dan dalam mana perbandingan hafnium
E terhadap zirkonium adalah kurang dari | : 500 bagian per bobot.

v

(7) Pompa pendingin primer : Pompa yang dirancang atau dipersiapkan secara
: khusus untuk mensirkulasikan pendingin primer bagi reaktor nuklir seperti
didefinisikan dalam paragraf (1) di atas.

. () Instalasi atau pengolahan ulang elemen bahan bakar teriradiasi meliputi
1 peralatan dan komponen yang biasanya berkontakan langsung dengan dan
: mengontrol secara langsung bahan bakar teriradiasi dan bahan nuklir utama dan
aliran pengolahan produk fisi.
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)

(10)

(11)

(12).

(13)

(14)

(1

)

3)

Instalasi untuk fabrikasi elemen bahan bakar : Industri untuk fabrikasi bahan
bakar meliputi peralatan yang berkontakan langsung dengan, atau proses
langsung, atau mengendalikan, aliran produksi bahan nuklir, atau peralatan yang
menyelimuti bahan nuklir di dalam kelongsong.

Instalasi bagi pemisahan isotop uranium dan peralatan, selain dari pada
instrumen analitis, yang dirancang atau dipersiapkan secara khusus untuk itu.

Instalasi untuk produksi air berat, deuterium dan senyawa deuterium dan
peralatan yang dirancang atau dipersiapkan khusus untuk itu.

Instalasi untuk konversi uranium dan peralatan yang dirancang atau dipersiapkan
khusus untuk itu.

Akselerator partikel untuk penelitian ilmiah, aplikasi industri, perlakuan medis,
atau produksi radioisotop.

Peranti tak terkait reaktor lainnya, seperti yang untuk proses industri, perawatan
kesehatan, pertanian, dan lingkungan.

Bagian B : Bahan

Deuterium dan air berat: Deuterium, air berat (deuterium oksida) dan setiap
senyawa deuterium di mana rasio deuterium terhadap hidrogen melebihi 1 : 5000
untuk digunakan dalam reaktor nuklir, seperti didefinisikan dalam paragraph (1)
Bagian A pada Lampiran ini, dalam kuantitas melebihi 200 kg atom deuterium
dalam setiap periode 12 bulan.

Grafit grade (khusus) nuklir; Grafit mempunyai suatu level kemurnian lebih
baik § ba%ian per juta boron ekivalen dan dengan suatu kerapatan lebih besar
1,50 g/em” untuk digunakan dalam sebuah reaktor nuklir, seperti didefinisikan
dalam paragraph (1) Bagian A pada Lampiran ini, dalam kuantitas melebihi 30
metrik ton dalam setiap periode 12 bulan,

Bahan non-reaktor yang terkait pada Lingkup Kerja Sama yang dijelaskan
dalam Pasal 111 dari Persetujuan ini.

205 At T g b e d
IREELAR T e

2 Ko

e R T AT



Lampiran 11

i
E Pasal XX Statuta Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)- =
; Seperti digunakan dalam Statuta ini:

H (1) Istilah bahan dapat belah khusus berarti plutonium-239, uranium-233; uranium
diperkaya dalam isotop 235 atau 233; setiap bahan yang mengandung satu atau
: lebih bahan-bahan yang disebutkan terdahulu, dan bahan dapat belah lainnya
seperti yang didefinisikan dari waktu ke waktu oleh Dewan Gubernur: namun
istilah bahan dapat belah khusus tidak meliputi bahan sumber.

(2) Istilah uranium diperkaya dalam isotop 235 atau 233 berarti uranium yang
mengandung isotop 235 atau 233 atau keduanya dalam suatu jumlah sedemikian
rasio kelimpahan jumlah isotop-isotop ini terhadap isotop 238 adalah lebih besar
dari pada rasio isotop 235 terhadap isotop 238 yang terdapat di alam.

(3) Istilah bahan sumber berarti uranium yang mengandung campuran isotop yang
terjadi di alam, uranium terdeplesi dalam isotop 235, thorium; setiap bahan-
bahan yang disebutkan sebelumnya dalam bentuk logam, paduan, senyawa
kimia, atau konsentrat; setiap bahan lain yang mengandung satu atom atau lebih
bahan yang disebutkan terdahulu dalam suatu konsentrasi tertentu seperti
ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Gubernur; dan bahan-bahan lain
seperti yang didefinisikan dari waktu ke waktu oleh Dewan Gubernur.
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Lampiran III _
Tingkatan Langkah-langkah Proteksi Fisik

Sesuai dengan Pasal X1 dari Persetujuan ini, tingkat yang disctujui bagi proteksi
fisik yang dijamin oleh instansi yang berwenang untuk pemakaian, penyimpanan dan
pengangkutan dari bahan-bahan yang tercantum dalam tabel terlampir akan meliputi
sekurang-kurangnya ciri-ciri perlindungan sebagai berikut:

Kategori III
Pemakaian dan penyimpanan di dalam suatu daerah dimana akses diawasi.

Pengangkutan dengan perlakuan-perlakuan khusus termasuk pengaturan-
pengaturan yang terlebih dahulu dilakukan antara pengirim, pencrima dan pengangkut,
dan persetujuan yang terlebih dahulu dari badan-badan yang tunduk pada yurisdiksi
dan peraturan negara penyedia dan negara penerima, berturut-turut dalam hal
pengangkutan internasional dengan menetapkan waktu, tempat dan prosedur tentang
pengalihan tanggungjawab pengangkutan.

Kategori I1

Pemakaian dan penyimpanan didalam daerah yang dilindungi di mana akses
diawasi, yaitu suatu daerah dalam pengamtan terus-menerus oleh penjaga-penjaga atau
alat elektronik, dikelilingi dengan penghalang-penghalang fisik dengan jumlah jalan
masuk yang terbatas dengan pengawasan yang memadai, atau suatu daerah dengan
tingkat proteksi fisik yang setara.

Pengangkutan dengan perlakuan-perlakuan khusus termasuk pengaturan-
pengaturan yang terlebih dahulu dilakukan antara pengirim, penerima  dan
pengangkut, dan persetujuan yang terlebih dahulu dari badan-badan yang tunduk pada
yurisdiksi dan peraturan negara penyedia dan negara pencnima, berturut-turut dalam
hal pengangkutan internasional, dengan menectapkan waktu, tempat dan prosedur
tentang pengalihan tanggungjawab pengangkutan.

Kategori I

Bahan dari kategori ini harus dilindungi dengan sistem yang mempunyai
keandalan tinggi terhadap penggunaan yang tidak sah sebagai berikut:

Penggunaan dan penyimpanan di dalam daerah dengan perlindungan yang ketat
yaitu daerah perlindungan seperti ditetapkan untuk  kategori 11 yang aksesnya
terbatas pada orang-orang yang telah dipastikan ketepercayaannya dan yang diamati

oleh penjaga yang selalu berhubungan erat dengan satuan tanggap keamanan yang
memadai.
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Tindakan-tindakan khusus dalam hubungan ini- harus ditujukan pada
pendeteksian dan pencegahan terjadinya suatu serangan, masuknya orang secara tidak
sah atau pemindahan bahan secara tidak sah.

Di samping pengangkutan, dengan perlakuan khusus seperti tersebut di atas untuk
pengangkutan bahan Kategori I1 dan 111 perlu pengamatan secara terus-menerus oleh
satuan-satuan pengawal dengan kondisi. yang dapat menjamin hubungan yang erat
dengan satuan tanggap keamanan yang memadai.
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Tabel Kategorisasi Bahan Nuklir

I Bahan Bentuk Kategori N
I 1l e :
I. Plutonium Tidak diiradiasi 2kgatau | Kurang dari | 500 gram
lebih 2 kg tetapi | atau kurang ¢
lebih 500 namun lebih !
gram dari 15g
2. Uranium - 235% | Tidak diiradiasi
- uranium diperkaya 5kgatau | Kurang dari | I kg atau :
dengan 20% U atau | lebih 5 kg tetapi | kurang tapi
( lebih lebih dari | | lebih dari :
; ke. I5g
i - uranium diperkaya - 10 kgatau | Kurang dari
; dengan 10% 2*U lebih 10 kg tapi
L; tetapi kurang dari 20% lebih dari 1
i ; 2357 kg
§ - uranium diperkaya - - 10 kg atau
dengan pengayaan di lebih
atas kadar *°U yang

terdapat di alam, tetapi
kurang dari 10% ?*°U
3. Uranium - 233 | Tidak diiradiasi ¥ 2kgatau | Kurang dari | 500 gram
lebih 2 kg tetapi | atau kurang
lebih dari namun lebih
$ - 500 gram dari 15g

& | 4. Bahan bakar Uranium

& | teriradiasi ¢ alam atau
terdeplesi,
thorium atau
bahan bakar
diperkaya
rendah
(kurang dari
10%
kandungan
fosil) ¥
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-Semua plutoniam kecuali plutonium dengan kadar isotop Iebih dari 80%

dalam plutonium-238.

Bahan tidak diiradiasi dalam reaktor atau bahan diiradiasi dalam reaktor
tetapi dengan tingkat radiasi sama dengan atau kurang dari 1 Gy/jam (100
rad/jam) pada jarak | meter dari bahan tanpa penahan radiasi.
Kuantitas-kuantitas yang tidak berada dalam Kategori Il dan uranium
alam, uranium terdeplesi dan thorium harus diproteksi menurut praktek
pengelolaan yang pruden.

Meskipun tingkatan protcksi ini dirckomendasikan, terbuka bagi Para
Pihak, atas evaluasi lingkungan yang spesifik, untuk menetapkan suatu
kategori fisik yang berbeda.

Bahan bakar lain yang pada dasamya dari kandungan bahan dapat belah
orisinil adalah diklasifikasikan sebagai Kategori I atau Il scbelum iradiasi
dapat direduksi satu tingkatan kategori sementara tingkatan radiasi dari
bahan bakar melebihi | Gy/jam (100 rad/jam) pada satu meter tidak
berpenahan.
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PASAL XIX .
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

I. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal penerimaan nota terakhir yang
memberitahukan masing-masing pihak melalui saluran diplomatik bahwa ketentuan
internal masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini telah terpenuhi.

2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan secara otomatis
diperpanjang untuk jangka waktu-jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun berikutnya,
kecuali salah satu pihak memberitahukan pihak lain secara tertulis mengenai
keinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini sedikitnya enam (6) bulan sebelum
habis masa berlakunya Persetujuan ini.

3. Meskipun demikian dengan berakhimya atau berhentinya Persetujuan ini,
kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal V1, VII, VIII, IX, X, X1 dan XIII
Persetujuan ini akan tetap berlaku hingga adanya ketentuan lain yang disetujui oleh
Para Pihak.

4. Penghentian Persetujuan tidak akan mempengaruhi program, kegiatan atau proyek
yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini hingga selesainya
kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

SEBAGAI1 BUKT]I, Persetujuan ini telah ditandatangani oleh kedua pemerintah.

Dibuat dalam dua rangkap pada hari ini, ¥  Desember 2006, masing-masing dalam
bahasa Indoncsia, bahasa Korea dan bahasa Inggris, masing-masing naskah mempunyai
kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan-penafsiran, naskah bahasa
Inggrislah yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK KOREA
' *ta

&
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON

COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY

-

A D
—— ~
t
oy o*
€0 Fnr oF TR0
-~ ] A
Laic ef

»

T b L A e



-

#  The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
i Korea (hereinafter referred to as “the Parties”);

-* Noting that the utilization of nuclear energy for peaceful purposes is an important
* factor in the promotion of the social and economic development of the two countries;

Desiring to strengthen the friendly relations existing between the two countries;

Recognizing that both countries are Member States of the International Atomic Energy
Agency (hereinafter referred to as “the IAEA”) and parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as “the Treaty”);

Reaffirming their intention to give the highest priority to nuclear safety and _ If_;
environmental protection in both countries in the course of implementing their nuclear g
programs; and

R P T

Bearing in mind the common desire of both countries to expand and strengthen their
cooperation, on the basis of equality and mutual benefit, for the development and
application of nuclear energy for peaceful purposes;

e s e

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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; ARTICLE I
B PURPOSES™ I
!
The Parties shall, on the basis of equality and mutual benefit, encourage and promote
| cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, in accordance with their respective
applicable laws and regulations. 5
ARTICLE II
- DEFINITIONS
§ | H
4 § For the purposes of this Agreement:
(a) "Equipment” means any of the equipment listed in Part A of Annex I to this
¢ Agreement; :
i (b) "Material” means any of the material listed in Part B of Annex [ to this
§ E Agreement; :
E (¢) "Nuclear material’ means any source material or any special fissionable :
material as these terms are defined in Article XX of the Statute of the JAEA !
- which is attached as Annex Il to this Agreement. Any determination by the :
. Board of Governors of the IAEA under Article XX of the IAEA’s Statute to
B amend the list of materials considered to be “source material” or “special
g fissionable material” shall only have effect under this Agreement when the
8




Parties have informed each other in writing that they accept such an

amendment;
"Persons” means any individual, corporation, firm or company, partnership,

association or other entity subject to the jurisdiction of either Party, but does
not include the Parties to this Agreement; and

"Technology” means scientific or technical data designated by the supplying
Party which is important to the design, construction, operation and
maintenance of equipment, but excludes data available to the public.

ARTICLE III
AREAS OF COOPERATION

Subject to this Agreement, the areas of cooperation between the Parties may include:

(a)
(b)

()

(€
(0

(g)
(h)
()
0))

basic and applied research development with respect to the peaceful uses of
nuclear energy;

research, development, design, construction, operation and maintenance of
nuclear powers plants, small and medium sized nuclear reactors or rescarch
reactors;

manufacture and supply of nuclear fuel elements to be used in nuclear power
plants, small and medium sized nuclear reactors or research reactors;

nuclear fuel cycle, from the exploration and exploitation of nuclear ores up to
radioactive waste management;

production and application of radioisotopes in industry, agriculture and
medicine; )

development, supply and use of particle accelerators, and application of
accelerator technologies;

nuclear safety, radiation protection and environmental protection;

nuclear safeguards and physical protection;

nuclear policy and manpower development; and

any other areas of cooperation as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 1V
FORMS OF COOPERATION

The cooperation under Article 3 of this Agreement may be undertaken in the following
forms:
(a)
(b)

(d)

exchange and training of scientific and technical personnel;
exchange of scientific and technological information and data;
organization of symposia, seminars and working groups;

transfer of nuclear material, material, equipment and technology;
provision of relevant technological consultancy and services;

joint research or projects on subjects of mutual interest; and

any other forms of cooperation as may be agreed upon by the Parties.
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ARTICLE V
IMPLEMENTING ARRANGEMENT

I. Cooperation in the peaceful uses of nuclear energy under this Agreement may be
implemented by the relevant authorities, which shall be designated by the Partics.

2. The relevant authorities of the Parties may conclude separate arrangements or 4
contracts for the purpose of implementing this Agreement.

3. The arrangements.- or contracts referred to in paragraph 2 of ihis Articic shalii
specify the terms and conditions of particular cooperative programs and projects,
the procedures to be followed, financial arrangement, intellectual property rights
matters and other appropriate issues, in accordance with the respective laws and
regulations of the Parties.

ARTICLE VI
RETRANSFERS

N T L e

Nuclear material, material, equipment and technology transferred pursuant to this
Agreement, and special fissionable material produced through the use of nuclear
material, material or equipment transferred pursuant to this Agreement, shall not be
transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party to a third party unless
otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE VII
ENRICHMENT AND REPROCESSING

I Uranium transferred pursuant to this Agreement shall not be enriched to twenty
(20) percent or more in the isotope U-235 unless otherwise agreed by the Parties.

2. Nuclear material transferred pursuant to this Agreement and nuclear material
produced through the use of nuclear material, material or equipment so transferred
shall not be reprocessed unless otherwise agreed by the Parties.

. Such agreement under paragraphs 1 and 2 of this Article shall describe the :
conditions under which the resultant plutonium or uranium enriched to twenty (20)
percent or more may be stored and used. :
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ARTICLE VIII
NO EXPLOSIVE OR MILITERY APPLICATION

. The cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out only for peaceful

purposes.

. Nuclear material, material, equipment and technology transferred pursuant to this

Agreement and special fissionable material used in or produced through the use of
nuciear material, material or equipment so transferred shall not be used for the
development or the manufacture of nuclear weapons or any nuclear cxplosive
devices, or for any military purpose.

ARTICLE IX
SAFEGUARDS

. With respect to nuclear material, the commitment under Article VIII of this

Agreement shall be verified pursuant to the safeguards agreement between either
Party and the IAEA, in connection with the Treaty.

. If, for any reason or at any time, the IAEA is not administering such safeguards

within the jurisdiction of one Party, that Party shall forthwith enter into an
agreement with the other Party for the establishment of a safeguards system which
conforms to the IAEA safeguards principles and procedures for the application of
safeguards to nuclear material transferred pursuant to this Agreement.

ARTICLE X
INFORMATION AND INTELLECTUAL PROPERTY

+ The Parties may freely use any information received under this Agreement unless

the supplying Party notifies the receiving Party in writing in advance of any
restrictions or reservations concerning its use and dissemination.

. Information obtained pursuant to this Agreement shall not be transferred beyond

the jurisdiction of the receiving Party to a third party without the prior written
consent of the supplying Party.

- The Parties shall take all appropriate measures in accordance with their respective

laws and regulations to preserve the restrictions and reservations of information
and to protect intellectual property rights, including trade secrets transferred
between authorized persons within the Jurisdiction of either Party.

. The Parties, their competent agencies and designated organizations may

incorporate into separate agreements, arrangements and contracts on particular
programs and projects provisions regarding the protection and allocation of

ey T F e g ke ATy e i S T T o

A B A QLI T Sy Lt i B

e




b AN

intellectual property rights, which shall be in accordance with their domestic laws
and regulations and international agreements to which the Parties are party.

3. For the purpose of this Agreement, “intellectual property” is understood to have
the meaning given in Article 2 of the Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on 14 July 1967.

ARTICLE XT
PHYSICAL PROTECTION

The Parties shall maintain adequate physical protection measures, in accordance with
the levels set forth in Annex III to this Agreement, with respect to nuclear material and
equipment transferred and nuclear material produced through the use of nuclear
material, material or equipment so transferred pursuant to this Agreement within their
respective jurisdictions. These measures shall as a minimum provide protection
comparable to the recommendations set forth in the [AEA document
INFCIRC/225/Rev.3 concerning the physical protection of nuclear material, or in any
revision of that document agreed to by the Partics.

ARTICLE XII
NUCLEAR SAFETY AND ENVIRONMENTAL. PROTECTION

The Parties shall consult, with regard to activities under this Agreement, to identify
safety and international environmental implications arising from such activities and
shall cooperate in preventing nuclear accidents arising from nuclear facilities
transferred pursuant to this Agreement and in protecting the international environment
from radioactive, chemical or thermal contamination arising from such activities under
this Agreement.

ARTICLE X III
DURATION OF APPLICATION

I Nuclear material, material, equipment and special fissionable material shall remain
subject to this Agreement until:

(@) such items have been transferred beyond the jurisdiction of the receiving
Party in accordance with Article VI of this A greement;

(b) in the cases of nuclear material and - special fissionable material, a
determination is made that it is no longer usable nor practicably recoverable
for processing into a form in which it is usable for any nuclear activity
relevant from the point of view of safeguards referred to in Article IX of this
Agreement. Both Parties shall accept a determination made by the IAEA in
accordance with the provisions for the termination of safeguards of the
relevant safeguards agreement to which the IAEA is a party, or
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(c) otherwise agreed uponlin writing by the Parties.

2. Information transferred under this Agreement shall remain subject to this
Agreement until otherwise agreed upon by the Parties.

ARTICLE XIV
CESSATION OF COOPERATION

Each Party shall have the right to cease further cooperation under this Agreement and
to suspend or terminate this Agreement if, at any time following the entry into force of ¢
this Agreement, the other Party: ’
a) does not comply with the provisions of Article VI, VII, VIII, IX, X, or XI; or
b) terminates or materially violates a safeguards agreement with the IAEA.

r TAATRTE s T

ARTICLE XV :

CONSULTATIONS ;

The Parties shall meet and consult with each other, at the request of either Party, to
review the operation of this Agreement or to consider matters arising from its
implementation.

ARTICLE XVI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this
Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation.

ARTICLE XVII
AMENDMENT

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties through an
Exchange of Notes between the Parties and such amendment shall come into force on
the date as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE XVIII
ANNEXES

Annexes I, 1I and Il shall form an integral part of this Agreement. They may be
amended by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes between the
Parties and such amendment shall enter into force on the date as may be agreed upon
by the Parties.
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ANNEX I
Part A: Equipment

Nuclear reactors: capable of operation so as to maintain a controlled self-
sustaining fission chain reaction, excluding zero energy reactors, the latter being
defined as reactors with a designed maximum rate of production of plutonium
not exceeding 100 grams per year.

Reactor pressure vessels: Metal vessels, as complete units or as major shop-
fabricated parts therefore which are especially designed or prepared to contain
the core of a nuclear reactor as defined in paragraph (1) above and are capable of
withstanding the operating pressure of the primary coolant.

Reactor fuel charging and discharging machines: Manipulative equipment
especially designed or prepared for inserting or removing fuel in a nuclear
reactor as defined in paragraph (1) above capable of on-load operation . or
employing technically sophisticated positioning or alignment features to allow
complex off-load fuelling operations such as those in which direct viewing of or
access to the fuel is not normally available.

Reactor control rods: Rods especially designed or prepared for the control of the
reaction rate in a nuclear reactor as defined in paragraph (1) above.

Reactor pressure tubes: Tubes which are especially designed or prepared to
contain fuel elements and the primary coolant in a reactor as defined in
paragraph (1) above at an operating pressure in excess of 50 atmospheres.

Zirconium tubes: Zirconium metal and alloys in the form of tubes or assemblies
of tubes and in quantities exceeding 500 kg per year, especially those designed
or prepared for use in a reactor as defined in paragraph (1) above, and in which
the relationship of hafnium to zirconium is less than 1:500 parts by weight.

Primary coolant pumps: Pumps especially designed or prepared for circulating
the primary coolant for nuclear reactor as defined in paragraph (1) above.

Plants for the processing of irradiated fuel elements, and equipment especially
designed or prepared therefore: Plants for the reprocessing of irradiated fuel
elements includes the equipment and components which normally come in direct
contact with and directly control the irradiated fuel and the major nuclear
material and fission product processing streams.

Plants for the fabrication of fuel elements: Plants for the fabrication of fuel
elements include the equipment which normally comes into direct contact with,
or directly processes, or controls, the production flow of nuclear material, or the
equipment which seals the nuclear material within the cladding.
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(11)

(12)

(13)

(14)
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Plants for the separation of isotopes of uranium and equipment, other than
analytical instruments, especially designed or prepared therefore.

Plants for the production of heavy water, d'éuterium and deuterium compounds
and equipment especially designed or prepared therefore.

Plants for the conversion of uranium and equipment especially designed or
prepared therefore.

Particle Accelerators for scientific research, industrial application, medical
treatment, or radioisotope production.

Other non reactor-related devices, such as those for industrial processes,
healthcare, agriculture, and environment.*

Part B: Material

Deuterium and heavy water: Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any
deuterium compound in which the ratio deuterium to hydrogen exceeds 1:5000
for use in a nuclear reactor, as defined in paragraph (1) of Part A to this Annex,
in quantities exceeding 200kg of deuterium atoms in any period of 12 months.

Nuclear grade graphite: Graphite having a purity level better than 5 parts per
million boron equivalent and with a density greater than 1.50g/cm’ for use in a
nuclear reactor, as defined in paragraph (1) of Part A to this Annex, in quantities
exceeding 30 metric tons in any period of 12 months.

Non reactor material related to the Areas of Cooperation described in Article [11
of this Agreement.




e R

Y

ANNEX IT

Article XX of the Statute of the International Atomic Energy Agency

As used in this Statute:

(1) The term "special fissionable material" means plutonium-239; uranium- 233;
uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of
the toregoing; and such other fissionable material as the Board of Governors shall

.from time to time determine; but the term "special fissionable material" does not

include source material.

(2) The term "uranium enriched in the isotopes 235 or 233" means uranium containing
the isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum
of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the
isotope 238 occurring in nature .

(3) The term "source material" means uranium containing the mixture of isotopes
occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235, thorium; any of the
foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other
material containing one or more of the foregoing in such concentration as the Board of
Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of
Governors shall from time to time determine.
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ANNEX III
Levels of Physical Protection Measures

Pursuant to Article XI of the Agreement, the agreed levels of physical protection
to be ensured by the competent national ~uthorities in the use, storage and
transportation of the materials listed in the attached table shall as a minimum
include protection characteristics as below.

Category III
Use and storage within an area to which access is controlled.

Transportation under special precautions including prior arrangements among the
sender, recipient and carrier, and prior agreement between entities subject to the
Jurisdiction and regulation of the supplier and recipient States, respectively, in case
of international transport, specifying the time, place and procedures for
transferring transport responsibility.

Category II

Use and storage within a protected area to which access is controlled, i.e., an area
under constant surveillance by guards or electronic devices, surrounded by a
physical barrier with a limited number of points of entry under appropriate control,
or any area with an equivalent level of physical protection.

Transportation under special precautions including prior arrangements among the
sender, recipient and carrier, and prior agreement between entities subject to the
jurisdiction and regulation of the supplier and recipient States, respectively, in case
of international transport, specifying the time, place and procedures for
transferring transport responsibility.

Category I

Material in this category shall be protected with highly reliable systems against
unauthorized use as follows: '

Use and storage within a highly protected area, i.c., a protected area as defined for
Category Il above, to which, in addition, access is restricted to persons whose
trustworthiness has been determined, and which is under surveillance by guards
who are in close communication with appropriate response forces. Specific
measures taken in this context should have as their objective the detection and
prevention of any assault, unauthorized access or unauthorized removal of
material.
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Transportation under special precautions as identified above for transportation of
Category 1I and IIl materials and, in addition, under constant surveillance by
escorts and under conditions which assure close communication with appropriate
response forces.

Table: Categorization of Nuclear Material

Material ! Form Category
1 1] e
1. Plutonium” Unirradiated” 2kgor | Lessthan2kgbut morc | 500 g or less but
more than 500 g morethan I1Sg
2. Uranium-235 Unirradiated”
= uranium enriched | 5 kg or Less than 5 kg but more 1 kg or less but
t020% ®*Uor | more than 1 kg more than 15 g
more
- uranium enriched 10 kg or more Less than 10 kg
to 10% *U but but more than 1
less than 20% kg
- uranium enriched 10 kg or more
above natural, but
less than 10% **U
3. Uranium-233 Unirradiated® | 2 kg or Less than 2 kg but more | 500 g or less but
more than 500g more than 15 g
4. Irradiated fuel Depleted or natural
uranium, thorium or low-
enriched fuel (less than
10% fossil content)®/

Y All plutonium except that with isotopic concentration exceeding 80% in plutonium-
238.

¥ Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a
radiation level equal to or less than | Gy/hr (100 rd/h) at one metre unshielded.

¢ Quantities not falling in Category III and natural uranium, depleted uranium and
thorium should be protected in accordance with prudent management practice.

# Although this level of protection is recommended, it would be open to the Parties,
upon evaluation of the specific circumstances, to assign a different category of
physical protection. /

“Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as
Category I and II before irradiation may be reduced one category level while the
radiation level from the fuel exceeds | Gy/hr (100 rd/h) at one metre unshielded.
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ARTICLE XIX
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

I. This Agreement shall enter into force on the date of the rcccipt of the last
notification that informs each other through diplomatic channels by which the
Parties inform each other that their internal requirements for the entry into force of
this Agreement have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, and shall be
automatically extended for additional periods of five (5) ycars, unless cither Party
notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement at
least six (6) months before the expiration date.

3. Notwithstanding the expiration or termination of this Agreement, the obligations
contained in Article VI, VII, VIII, IX, X, XI and XIII of this Agreement shall
remain in force until otherwise agreed upon by the Parties. :

4. Termination of this Agreement shall not affect the ongoing programmes, activities,
contracts or projects undertaken under this Agreement until their completion,
unless the Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on this 9"7"4 day of December 2006, in the

Indonesian, Korean and English Languages, all texts being equally authentic. In case

of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF KOREA
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